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Abstract 
 

Transparency implies open access for all interested parties to public information, including the village fund 

management system, which must be carried out with the principle of openness. The main problem of village fund 

management is the weak implementation of the principle of transparency of village finances. This research aims 

to determine the transparency of Village Fund Allocation (ADD) to support the implementation of clean 

government in Suko Village, Sukodono District, Sidoarjo Regency, East Java Province in 2018-2021. The 

research method uses a qualitative descriptive approach. Data was obtained through observation, interviews 

and documentation. Data validity techniques use triangulation of data sources and methods. The research 

results show that the principle of transparency has not been implemented comprehensively by the Suko Village 

Government, as evidenced by the manual nature of village governance. Apart from that, there is still no use of a 

web-based village financial information system, which means the community's role in monitoring village 

financial management is still weak. 

 

Keywords: transparency; allocation of village funds; clean government. 

 

Abstrak 
 

Transparansi mengisyaratkan terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu 

informasi publik, tidak terkecuali pada sistem pengelolaan dana desa yang harus dijalankan dengan 

prinsip keterbukaan. Masalah utama pengelolaan dana desa adalah masihll lemahnya penerapanl prinsip 

transparansil keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi Alokasi Dana 

Desa (ADD) untuk mendukung pelaksanaan clean government di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, 

Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2021. Metode penelitian menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Data didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan metode. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa prinsip transparansi belum dijalankan secara komprehensif oleh pemerintah Desa 

Suko, dibuktikan dengan tata kelola pemerintahan desa yang masih bersifat manual. Selain itu, masih 

belum digunakan sistem informasi keuangan desa berbasis web sehingga menyebabkan peran 

masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa masih lemah. 

 

Kata Kunci: transparansi; alokasi dana desa; clean government. 

 

PENDAHULUAN 

Otonomil daerahl merupakanl bagianl daril penyelenggaraanl pemerintahl ldaerah Negaral 

lIndonesia. Pelaksanaanl otonomil daerahl lyang menitikberatkan lpada kabupatenl ldan lkota ldimulai ldari 

ladanya lpenyerahan lsejumlah lkewenangan ldari pemerintahl lpusat lke lpemerintah ldaerah. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah lmenyatakan lbahwa 

lotonomi daerahl adalahl lhak, lwewenang, ldan lkewajiban ldaerah lotonom luntuk lmengatur ldan 
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mengurusl wilayahnya lsendiri. Peraturan perundang-undangan tersebut memuat aturan yang dianggap 

dapat memberikan jalan untuk lproses lpemberdayaan masyarakatl ldi ldaerah maupun lmasyarakat ldesa.  

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa 

ldesa merupakan lkesatuan lmasyarakat lhukum yangl lmemiliki lbatas lwilayah ltertentu ldan lmemiliki 

lkewenangan luntuk lmengatur danl lmengurus lkepentingan lmasyarakat lsetempat lberdasarkan ladat 

listiadat lsetempat lyang ldiakui oleh lnegara. Desal memiliki hak dan wewenang otonomi daerah untuk 

mengelola wilayahnya sendiri. Salah satu peran otonomi daerah yang dimiliki oleh desa ada di bidang 

keuangan dimana melalui peran ini pemerintahan desa bisa melakukan penguatan kapasitas desa 

dalam pengelolaan keuangan (Rahmana, 2018). lAdapun ldukungan ldari lpemerintah untuk menunjang 

pembangunan di desa, salah satunya adalah melalui transfer dana lyang ldisebut sebagai lAlokasi lDana 

lDesa (lADD).  

Di dalam sistem pengelolaan danal desal terdapat lmekanisme penghimpunanl danl 

lpertanggungjawaban yang lmerujuk lpada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 

Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalaml aturanl 

tersebutl dijelaskanl lbahwa pendanaanl lpembangunan lyang ldilakukan loleh lpemerintah ldesa lmenganut 

lprinsip money follow function lyang lberarti lpendanaan lmengikuti lfungsi lpemerintahan yangl menjadil 

kewajibanl danl tanggungl jawabl masing-masing tingkat pemerintahan. Denganl lkondisi ltersebut lmaka 

ltransfer ldana lmenjadi lpenting untuk lmenjaga ldan menjaminl ltercapainya lstandar lpelayanan lpublik 

lminimum di desa (Pujiati, 2018). 

Desa Suko merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sukodono, Kabupaten 

Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan untuk membahas pengelolaan ADD di Desa 

Suko dengan fokus pengelolaan pada tahun 2018-2021. Pertimbangan dalam pemilihan periode 

tersebut didasarkan adanya temuan permasalahan dalam menjalankan prinsip transparansi pengelolaanl 

ADD pada tahun 2017 dimana peneliti tidak mendapatkan akses informasi dokumen pelaporan ADD 

pada tahun tersebut.  

Selain itu, berdasarkan informasi yang dimuat di Liramedia.co.id (2020) disebutkan bahwa 

pada tahun 2017, laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Suko mengalami kekurangan volume 

fisik sebesar Rp 19.028.909. Informasi ini bisa mengindikasikan bahwa di dalam pengelolaan 

keuangan desa di Desa Suko, terjadi pelanggaran atas asas transparansi dan akuntabel sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa. Informasi tersebut juga menunjukkan bahwa diperlukan pengelolaan keuangan desa yang baik, 

karena ini terkait erat dengan aspek tata pemerintah yang bersih atau disebut clean government (Halim 

dalam Kurniawan, 2016).  

Selanjutnya, pada tahun 2021 juga terdapat permasalahan. Sebagaimana diungkapkan 

Radarsidoarjo.jawapos.com (2022), bahwa ada dugaan kasus pungutan liar (pungli) pada program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh oknum di Desa Suko. Diketahui, 

melalui program ini Desa Suko memperoleh kuota sebanyak 1.300 PTSL. Namun yang terjadi, dari 

kuota tersebut justru ditemukan adanya uang sebesar Rp 149,8 juta yang disita dari ruang kantor 

Kepala Desa Suko (Ichwan, 2022). Hal ini memunculkan dugaan adanya penyelewengan dana desa 

oleh oknum aparat pemerintah desa. Menurut Susilawati & Satria (2021), desa seharusnya membantu 

pengurusan sertifikat tanah bagi masyarakat kurang mampu melalui ADD. Dengan adanya 

pertanggungjawaban PTSL yang tidak jelas ini, maka mengakibatkan terjadinya perbedaan antara 

laporan keuangan dan realisasi anggaran pada praktiknya di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian ini 

menjadi urgen dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaporan ADD di Desa Suko pada kurun 

waktu tahun 2018 hingga tahun 2020.  

Fenomenal penyelewengan pelaporan anggaran memangl masih terjadil dalam lingkupl 

transparansi pengelolaanl keuangan. Salah satu penyebabnya adalah penerapan prinsip transparansil 

keuangan yang masih lemah dan beluml berjalan sesuail dengan harapanl masyarakat yang inginl 

mengetahui secaral pasti tentangl penggunaan keuangan desa dalam bentuk pertanggungjawabanl 

penggunaan anggaran publikl. Padahal, ADDl sebagai salah satul sumber utamal pendapatan desa pada 

dasarnya harusl dipertanggungjawabkan secaral transparan kepadal masyarakat maupunl kepada 

pemerintahl tingkat atasnyal sebagai institusil pemberi kewenanganl (Suryono dalaml Luthfi et.al., 

2018). Penelitian Adiwirya & Sudana (2015) menemukanl bahwa secaral parsial, transparansil 

pengelolaan keuanganl di desa berdampak secaral signifikan terhadapl kinerja lpemerintah. 
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Transparansi merupakan salah satu aspek utama untuk mendukung pelaksanaan clean 

government, termasuk di dalamnya adalah  pengelolaan keuangan desa oleh pihak-pihak terkait 

(Kurniawan, 2016). Dipertegas oleh Sulistyani (2014) bahwal transparansi adalahl kata kuncil dalam 

penyelenggaraanl pemerintahan maupunl penyelenggaraanl clean government yangl ditandai olehl 

apakah lkebijakan, lregulasi, lprogram, anggaranl dan kegiatanl pemerintah terbukal pada lpublik atau 

tidak? Inilah yang sering menjadi persoalan dimana dalaml pelaksanaan pengelolaan ADD, beluml 

semua desal dapat berjalanl seperti yangl ldiharapkan. Di satu sisi, pemerintahl desa berperan besarl 

dalam pengelolaannyal, sementara di sisi lain, masyarakatl masih belum bisa terlibat secaral loptimal. 

Menurut Asy’ari (2017), kurangnya keterlibatan masyarakat dan kurangnya transparansi 

menjadikan masyarakat desa mengalami kesulitan aksesibilitas terhadap pengelolaan dana desa. Selain 

itu, menurut Hamid et.al (2016), rendahnyal pengaruh aparaturl desa terhadapl pengembangan danl 

pengelolaanl ADD juga menjadi faktorl penghambat transparansil pengelolaan anggaranl pendapatan 

danl belanja ldesa. Adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), menurut 

Dachliyati (2016) hanyal formalitas tanpal melibatkan masyarakatl karena usulanl perencanaan 

anggaranl berdasarkan keputusanl kepala desal dan pengelolaanl keuangan desal hanya dilakukanl sendiri 

olehl kepala ldesa. Hasil penelitianl Nuraeni & Kusuma (2021) mengungkapkan bahwa aparaturl desal 

merasa kesulitanl dalam melaksanakanl lpenyusunan, lpembukuan, danl pencatatan keuanganl desa 

dikarenakanl terdapat ketetapanl yang lberbeda-bedal yang membuatl aparatur desal harus mendapatkanl 

bantuan daril aparatur pemerintahl daerah untukl menyesuaikan perombakanl peraturan setiapl ltahunnya.  

Terkait dengan transparansi pengelolaan ADD dalam mendukung clean government, terdapat 

beberapa penelitian terdahulu yang memiliki bahasan yang sama dengan penelitian ini, namun 

fokusnya berbeda. Diantaranya adalah penelitian Rahmatullahl & Rahmatullahl (2021), berjudul Goodl 

Governance Dalaml Pengelolaan Danal Desa Telukl Majelis, Kabupatenl Tanjung Jabungl Timur, 

Provinsil Jambil yang diterbitkan Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, yang menyatakan bahwa 

goodl governance menjadil paradigma baru dalaml konsep tatal kelola pemerintahanl yang baikl tanpa 

terkecualil di desal yang menggunakan konsepl ini. Konsep good governance menekankanl pada tigal 

aspek yaitul ltransparansi, lakuntabel, danl lpartisipasi. 

Berikutnya, penelitian Rozandi & Digdowiseiso (2021) berjudul Implementasil Penggunaan 

Danal Desa Terhadapl Pembangunanl (Studil Kasus Desal lSengkubang, lKecamatan lMempawah Hilir,l 

Provinsi Kalimatanl lBarat) yang diterbitkan Jurnal Sosial dan Humaniora. Temuan dari penelitian ini 

mengungkapkan bahwa implementasi dana desa secaral umum sudahl berjalan cukupl baik. Namunl 

secara teknisl masih mengalamil kendala sepertil keterbatasan penggunaanl teknologil di tingkat ldusun. 

Juga terdapat prol dan kontral terhadap programl utama desal dan masihl beluml tercukupi dari segi 

langgaran. Terdapat persamaan dalam penelitianl di atas, yaitu sama-sama membahas pengelolaan dana 

desa. Sedangkan perbedaannya ialah fokus penelitian, teori yang digunakan, lokasi dan waktu. 

Terkaitl denganl transparansi pengelolaanl dana ldesa, penelitian ini berfokus pada transparansi 

ADD pada tahun 2018-2021 dalam rangka mendukung pelaksanaan clean government di Desa Suko, 

Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini merujuk pada 

rumusan Mardiasmo (2018) sebagaimana dikutip oleh Edowai et.al., (2021:35-37)  yang menyatakan 

bahwa transparansi terdiri dari tiga dimensi, yaitu: dimensi invormativeness (informatif); dimensi 

openness (keterbukaan); dan dimensi disclosure.  

Transparansi mengisyaratkan terbukanyal akses bagil semua pihakl yang berkepentinganl 

terhadap suatul informasi sepertil lperaturan, kebijakanl pemerintah danl lainnya yangl dapat diaksesl oleh 

lpublik. Ini dapatl diartikan bahwal transparansi dibuatl agar kebebasanl arus informasil yang memadail 

disediakan untukl dapat dipahami danl dapat ldiawasi. Karena itulah, tujuanl penelitian inil adalah untukl 

mengetahuil transparansi ADD pada tahun 2018-2021 dalam rangka mendukung pelaksanaan clean 

government di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. 

 

METODE 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif 

merupakan jenis penelitian yang didasarkan pada berbagai fakta yang ditemukan di lapangan dan 
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sumber data lainnya. Penelitian ini berusaha menjelaskan transparansi pengelolaan ADD yang menjadi 

sasaran penelitian secara mendalam. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan 

perangkat pemerintah Desa Suko yaitu Sekretaris Desa, KKepala uUrusan (lKaur) kkeuangan, lKaur 

Perencanaan serta Kaurl Tatal Usahal danl Umum. Agar informasi semakin komprehensif, dilakukan 

juga lpengumpulan ldata lmelalui lobservasi ldan ldokumentasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) mulai tahun 2018 hingga tahun 2021 untuk mendukung penelitian. 

Teknikl analisisl datal yangl digunakanl adalahl analisisl modell linteraktif (interactif model of 

analysis) yangl ldikembangkan loleh Miles et.al., (2019) yakni dimulai dengan pengumpulanl ldata (data 

collection), kemudian lkondensasi ldata (data condensation), lpenyajian ldata (data display) dan 

dilakukan lpenarikan kesimpulanl serta verifikasi (conclusions drawing and verifying). Teknik 

keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan metode.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Transparansil merupakanl salahl satul karakteristikl good governance, yang di dalamnya terdapat 

lsuatu sistem ldalam lmenjalankan lpemerintahan. Transparansi didasarkan pada polal hubunganl antaral 

lpemerintah, lmasyarakat ldan ldunia lusaha latau swasta untuk menciptakan lpenyelenggaraan 

lpemerintahan yang ldidukung loleh prinsip-prinsipl ldasar lseperti lkepastian lhukum, lakuntabilitas, 

ltransparansi, lkeadilan, profesionalisme, danl ldemokratis. Transparansi adalah suatu ltuntutan bagi 

terwujudnya clean government yang diprakarsai oleh United Nations Development Programme 

(UNDP), World Bank, dan beberapa lembaga internasional lainnya (Hanafi et al., 2019). Transparansi 

dibangunl latas ldasar lkebebasan mendapatkan linformasi lmengenai lkepentingan publikl yangl 

didapatkan lsecara llangsung bagi mereka yang membutuhkan informasi (Suwandi et.al., 2019).  

Transparansi dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya adalah ladanya kebijakanl terbukal 

terhadapl lpengawasan, ladanya lakses linformasi lsehingga masyarakatl dapatl menjangkaul setiapl segil 

kebijakanl lpemerintah, dan lberlakunya prinsipl check and balance lantar llembaga leksekutif ldan 

llegislatif (Tahir, 2014). Tujuannyal ladalah lmembangun lrasa lsaling lpercaya lantara lpemerintah ldengan 

lpublik melalui arus pemberian informasi berupa fakta bagi pihak yang membutuhkan. 

Era reformasi di Indonesia, yang mengusung semangat demokratisasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahannya, telah menyebabkan banyak perubahan pada pola dan praktik korupsi (Martiningsih, 

2017). Di sinilah manfaatl yang bisa dirasakan dari adanya ltransparansi. Karena, transparansi bisa 

menciptakan kepercayaanl timball balikl antarl lpemerintah dan lmasyarakat lmelalui penyediaanl 

informasil danl lmenjamin lkemudahan dalaml lmemperoleh linformasi yang lakurat ldan ljelas. Mardiasmo 

(2018:19) dalam Edowai et.al., (2021:35-37) menyatakan bahwa transparansi memiliki 3 (tiga) 

dimensi. Ketiga dimensi tersebut meliputi: 1) Dimensi invormativeness (informatif), yaitu pemberian 

arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang 

membutuhkan informasi secara jelas dan akurat; 2) Dimensi openness (keterbukaan), yaitu adalah 

upaya perwujudan prinsip transparansi; dan 3) Dimensi disclosure (pengungkapan), yaitu upaya 

perwujudan prinsip transparansi. 

Berpijak pada teori yang dirumuskan Mardiasmo tersebut, maka analisis terhadap transparansi 

Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka mendukung pelaksanaan clean government di Desa Suko, 

Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2018-2020  dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 

1) Dimensi Invormativeness (Informatif) 

 Dimensi invormativeness menurut Mardiasmo ditandai dengan pemberian arus informasi, 

berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta secara tepat waktu, memadai, dan jelas kepada 

stakeholders yang membutuhkan informasi dalam transparansi ADD yang dilakukan oleh kepala desa. 

Arus informasi yang diberikan kepada masyarakat, dalam dimensi ini diwujudkan melalui papan yang 

telah disajikan di kantor Desa Suko. Selain itu, apabila masyarakat membutuhkan data-data yang 

belum tercantum dalam papan, maka terdapat adanya mekanisme pemberian arus informasi dan akses 

data sesuai dengan mekanisme yang berlaku, seperti halnya kebutuhan data terkait laporan realisasi 

APBDes tahun 2018-2021. 

 Penggunaan ADD Desa Suko disusun dengan mengikuti pedoman pelaporan keuangan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
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Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Adapun informasi terkait ADD berdasarkan 

rincian APBDes Suko pada tahun 2018-2021 bisa dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Laporan ADD Desa Suko Tahun Anggaran 2018 

APBDes Pemerintah Desa Suko Tahun Anggaran 2018 

Sumber Dana: ADD (Alokasi Dana Desa) 

Kode Rek Uraian Anggaran (Rp) 

1.2. Pendapatan Transfer 468.814.698,66 

1.2.3. Alokasi Dana Desa 468.814.698,66 

Jumlah Pendapatan 468.814.698,66 

 

 

APBDes Pemerintah Desa Suko Tahun Anggaran 2019 

Sumber Dana: ADD (Alokasi Dana Desa) 

Kode Rek Uraian Anggaran (Rp) 

4.2. Pendapatan Transfer 464.818.377,18 

4.2.3. Alokasi Dana Desa 464.818.377,18 

Jumlah Pendapatan 464.818.377,18 

 

APBDes Pemerintah Desa Suko Tahun Anggaran 2020 

Sumber Dana: ADD (Alokasi Dana Desa) 

Kode Rek Uraian Anggaran (Rp) 

1.2. Pendapatan Transfer 453.973.318,00 

1.2.3. Alokasi Dana Desa 453.973.318,00 

Jumlah Pendapatan 453.973.318,00 

 

APBDes Pemerintah Desa Suko Tahun Anggaran 2021 

Sumber Dana: ADD (Alokasi Dana Desa) 

Kode Rek Uraian Anggaran (Rp) 

4.2. Pendapatan Transfer 448.602.881,00 

4.2.3. Alokasi Dana Desa 448.602.881,00 

Jumlah Pendapatan 448.602.881,00 

Sumber: Dokumen Laporan Realisasi APBDes Suko Tahun Anggaran 2018-2021 

 

Data pada Tabel 1 menunjukkan secara keseluruhan informasi ADD selama empat tahun 

terakhir, dimana berdasarkan laporan tersebut terlihat bahwa ADD Desa Suko selalu mengalami 

penurunan. Hal ini disebabkan oleh faktor status Indeks Membangun Desa (IDM) yang semula 

berstatus “berkembang” meningkat menjadi “maju”. Berdasarkan laporan ADD tersebut, dapat 

dikatakan bahwa Desa Suko telah memenuhi prasyarat dan indikator berdasarkan dimensi 

invormativeness atau informatif. Ini ditunjukkan dengan adanya arus informasi dan mekanisme 

pelayanan yang mudah diakses. Pelaporan dan pertanggungjawaban ADD juga bisa dijadikan sebagai 

alat untuk pengendalian sejauh mana kemajuan penyelenggaraan pemerintah desa. 

Dalam pengelolaan ADD, pemerintah Desa Suko melakukan penyusunan secara tepat waktu 

sesuai periode yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Artinya, penyajianl llaporan keuanganll 

lsesuai ldenganl lprinsip lakuntansi yangl lberlakul umuml dil lIndonesia yang mencakupl dimuatnyal 

lpengungkapan informasi lyang lmemadai latasl lhal-hall lmateriil. Selain itu, pengelolaan ADD juga 

dapat dipahami secara jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini dikarenakan 

masyarakat desa dilibatkan dalam Musrembangdes hingga sampai tahap implementasi dan evaluasi 

dalam pemanfaatan ADD. Alhasil, masyarakat juga mengetahui l lpembangunan lapa sajal yangl akanl 

ldilakukan ldan luntuk lmemastikan lpembangunan lyang lakan dilaksanakanl lsesuai lkebutuhan 

lmasyarakat di Desa Suko. 

Akan tetapi, meskipun menunjukkan perubahan positif terkait status Desa Suko, dalam 

pemberian arus informasi yang diberikan kepada masyarakat, dalam hal ini data pengelolaan ADD 

hanya dapat diberikan dalam bentuk hardcopy atau fisik yang merupakan salinan dokumen digital dari 

komputer. Kondisi tersebut mempersulit untuk melihat data secara komprehensif. Kondisi ini juga 
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ditambah dengan adanya birokrasi pemerintahan desa yang cenderung kaku sehingga menyebabkan 

lpelayanan publikllmenjadi berjalan kurang efektif ldan lefisien. Padahal peran pemerintah sebagai 

birokrat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang terbaik dan profesional 

(Alfian, 2019; Kusmana, 2019). 

Seharusnya, pola relasi masyarakat desa dan pemerintah desa bisa diejawantahkan dengan 

memperluas jaring pelayanan publik dan bukan hanya sebatas pada pelayanan administrastif saja. 

Termasuk juga kebutuhan masyarakat atas pelayanan barang dan jasa. Jaring pelayanan ini adalah 

intermediary actor berupa lembaga-lembaga desa atau komunitas-komunitas yang ada di Desa Suko 

yang bisa dilibatkan guna memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat desa. Jaring pelayanan 

seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), karang taruna, dan lain sebagainya perlu dioptimalkan 

kembali sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah desa. Upaya ini juga dilakukan dalam rangka 

menuju clean government karena lembaga atau komunitas tersebut juga memiliki kekuatan 

penyeimbang dalam mengawasi transparansi pengelolaan keuangan desa. 

 

2) Dimensi Openness (Keterbukaan) 

Dimensi openness merupakan upaya perwujudan prinsip transparansi pemanfaatan ADD yang 

dilakukan oleh kepala desa yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap masyarakat. Openness 

ditandai dengan tersedianya informasi yang memadai dan tersedianya sarana dan prasarana informasi 

yang optimal. Masyarakat Desa Suko telah memperoleh informasi terkait beberapa hal yang 

dibutuhkan, misalnya informasi pelayanan dan aduan masyarakat. Selain itu masyarakat juga dapat 

menyampaikan informasi secara langsung sebagai bentuk feedback atau umpan balik yang diberikan 

kepada pemerintah Desa Suko atas pelaporan keuangan desa yang telah dilakukan.  

Selain itu, informasi tentang laporan APBDes yang di dalamnya memuat ADD dan laporan 

realisasi kegiatan desa juga bisa diperoleh masyarakat Desa Suko. Namun, bentuknya berupa papan 

baliho yang memuat infografis APBDes yang berisikan pendapatan desa yang diterima pemerintah 

Desa Suko beserta realisasi belanja desa. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat desa dapat 

mengetahui secara detail terkait pengalokasian, penggunaan, hingga pembiayaan secara terbuka. 

 

 
Gambar 1. Papan Infografis Realisasi APBDes Desa Suko Tahun Anggaran 2021 

 

Berdasarkan temuan ini, bisa dinyatakan informasi pelaporan keuangan Desa Suko masih 

belum didukung oleh sarana dan prasarana penunjang sebagai wujud diseminasi informasi dan 

pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa berbasis web. Dalam papan infografis tersebut 

disampaikan pencatatan laporan keuangan mulai dari kas, pendapatan, dan pengeluaran desa yang 

masih belum dilakukan secara sistematis dengan pendekatan teknologi informasi. Sehingga, hal ini 

juga menyulitkan Sekretaris Desa Suko dan Kaur Keuangan Desa Suko dalam pencarian data. Inilah 

realitas yang terjadi pada pemerintah Desa Suko dimana tata kelolal pemerintahan masih 

menggunakanl sistem pelaporanl lmanual, tidak terdata, atau memiliki tendensi birokratis. Hal inilah 
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yang menurut penilaian penulis, menyebabkan menurunnya kualitas transparansi, akuntabilitas, dan 

lambatnya pelayanan publik.  Bahkan, aktivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa 

Suko sendiri, seperti Bimbingan Teknis saat ini masih diunggah oleh website Kecamatan Sukodono 

(sukodono.sidoarjokab.go.id). 

 

 
Gambar 2. Website Kecamatan Sukodono 

 

Tidak adanya sistem informasi keuangan desa ini, menurut penilaian penulis disebabkan 

karena beberapa aparatur Desa Suko masihl beluml sepenuhnyal lmemahami latau lbelum lmemiliki 

linfrastruktur lyang memadail dalam lmengimplementasikan sisteml tersebut. Padahal, sisteml informasil 

keuanganl desal dapatl mengintegrasikanl lberbagai aspekl pengelolaanl keuanganl secaral lefisien karena 

ldapat ldiakses ldan ldikelola secaral lreal time. Manajemen keuangan yang baik, dengan organisasi dan 

dukungan yang sistematis dapat mendorong efektivitas kinerja SDM. Caranya, dengan memanfaatkan 

sistem informasi (Nugroho, 2022).  

Ditegaskan oleh Hertati et al., (2022), transparansi informasi berbasis web dapat 

meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dan akses pelayanan publik yang lebih mudah. Hal ini 

juga dapat memungkinkanl masyarakatl untukl mengawasil danl lmemastikan lbahwa lpengelolaan 

keuanganl ldilakukan lsecara ltransparan ldan lakuntabel. Bagaimanapun juga, upaya pengembangan 

teknologi informasi dalam sistem pelaporan keuangan di Desa Suko bisa menjadi perspektif baru 

sebagai solusi yang efisien dalam menyelesaikan permasalahan secara partisipatoris. Denganl adanyal 

keterbukaanl linformasi, lmaka lpublik ldapat ikutl sertal dalaml memberikanl aspirasil gunal pengambilanl 

keputusanl lmeskipun hanyal dil beberapal komponenl lsaja.  

Di sisi lain, penggunaan teknologi informasi juga dapat lmembantu lmengurangi peluangl 

kecuranganl sepertil korupsil danl lainnyal dil lkalangan lpemerintah lkarena semual prosesl danl lhasil daril 

aktivitasl yangl dilakukanl lpemerintah dapat terlihat secara keseluruhan (Edowai et al., 2021). Jadi, 

urgensi penggunaan sistem informasi keuangan desa dirasa penting karena dapat memberikan 

kemudahan dalam pelayanan dan ketersediaan data pada masyarakat (Sulistyowati et al., 2021). 

 

3) Dimensi Disclosure (Pengungkapan) 

Dimensi ketiga yang digunakan untuk melihat transparansi penggunaan ADD di Desa Suko 

adalah dimensi disclosure atau pengungkapan. Disclosure merupakan pertanggungjawabanl kepada 

masyarakat atas capaian pelaksanaan pengalokasian dana desa. Terdapat prasyarat yang menjadi 

indikator dalam dimensi ini, yaitu: l1) kondisil lkeuangan; l2) susunanl lpengurus; dan 3) bentukl 

perencanaan danl hasil daril lkegiatan. Berkaitan dengan kondisi keuangan di Desa Suko khususnya 

ADD, pada prinsipnya telah mengacu pada pada peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan 

format dari peraturan,  diantaranya: 1) Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2017 Tentang APBDes Tahun 

Anggaran 2018; 2) Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 Tentang APBDes Tahun Anggaran 2019; 3) 

Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 Tentang APBDes Tahun Anggaran 2020; 4) dan Peraturan Desa 

Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2021.  
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Secara implisit kondisi keuangan di Desa Suko khususnya ADD menjadi bagian dari 

keseluruhan APBDes yang mana kegiatan atau program yang dilaksanakan bersumber dari rekening 

ADD dengan berpedoman pada dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDes).  Kemudian, susunan pengurus di pemerintahan Desa Suko, seperti halnya di desa lain di 

Indonesia, terdapat susunan struktur pengurus yang membidangi tema atau fokus tertentu seperti 

bidang pelayanan, kesejahteraan, dan pemerintahan.  

Struktur kepengurusan tersebut dikoordinir secara substansi oleh kepala desa dan dibantu oleh 

sekretaris desa untuk keperluan administrasi. Dalam hal pelaporan keuangan desa dilakukan oleh Kaur 

Keuangan Desa Suko yang memiliki tugas dan fungsi mulai dari urusan administrasi keuangan, 

pengurusan administrasi sumber-sumberl pendapatanl danl lpengeluaran pemerintahan ldesa, hingga 

pengurusan administrasil penghasilan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD), dan lembaga pemerintahan desa lainnya.  

Selain itu, juga dilakukan oleh Kaur Perencanaan Desa Suko yang bertugas melakukan 

penyusunan rencana APBDes, lmenyiapkan lbahan lperencanaan, lpelaksanaan, ldan levaluasi lprogram 

peningkatan, serta sumber-sumber pendapatanl danl kekayaanl ldesa. 

Bentuk perencanaanl ldan hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa praktik di Desa Suko dalam 

rangka mengatasi persoalan atau permasalahan yang ada di desa dilakukan melalui mekanisme 

Musrembangdes. Seperti diketahui bahwa ADD merupakanl salahl satul sumberl pendapatanl ldesa yangl 

lpenggunaannya lterintegrasi denganl lAPBDes. Oleh sebab itu, perencanaan lprogram dan lkegiatan 

ldisusun melalui Musrembangdes sebagai foruml lpembahasan lusulan lrencana program dan kegiatan 

lpembangunan ldesa yang mengacu lpada lprinsip-prinsip lPerencanaan Pembangunanl Partisipasil 

Masyarakatl lDesa (lP3MD).  

Harapannya, proses implementasi ADD di Desa Suko bisa dilaksanakan untuk pemberdayaan 

masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dengan 

demikian, secara bertahap akan terwujud suatu masyarakat yang tercukupi kebutuhannya sebagai 

subjek pembangunan desa. 

Menurut peneliti, pertanggungjawaban ADD di Desa Suko telah sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa yang 

dimaksudkanl untukl memberikanl landasanl hukuml lbidang keuangan ldesa, lkeuangan ldesa, ldan 

APBDes. Meskipun telah dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh masyarakat desa, temuan 

penelitian menunjukkan bahwa Musrembangdes kurang optimal dalam melibatkan masyarakat dalam 

perencanaan sampai evaluasi pembangunan di Desa Suko. Hal ini menurut penulis, melmunculkan 

lkesenjangan lpersepsi antaral masyarakatl denganl pemerintahl yang berakibatl pada lrendahnya 

lpartisipasi masyarakatl ldalam lperencanaan lpembangunan. 

Hal tersebut juga tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

Pasal 78 ayat (3)l yang menegaskanl tentang abstraksil norma lpembangunan, yaitul lkebersamaan, 

lkekeluargaan, danl keadilan lsosial. lArtinya, pembangunanl desa hendaknyal mencakup lsebanyak-

banyaknyal partisipasi lwarga, lbersama-samal lmerencanakan, lmelaksanakan, danl memetik lhasilnya. 

Tidak sedikit ditemui dalam forum perencanaan di desa yang sifatnya instrumental, simbolik, 

dan formalitas semata. Alhasil, mobilisasi masyarakat desa melalui Musrembangdes hanya menjadi 

bentuk representatif yang sifatnya terbatas, yang tujuannya hanya sekadar untuk memenuhi kaidah 

dalam penentuan pembuatan kebijakan. Hal tersebut membuat keberadaan masyarakat hanya bersifat 

legitimasi semu. 

 

SIMPULAN 
Prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD untuk mendukung clean government di Desa 

Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2021 bisa 

disimpulkan masih belum bisa dilakukan secara komprehensif. Hal ini dapat dilihat dari: 

1. Dimensi Informativeness 

Pemberian arus informasi pengelolaan ADD Desa Suko dilakukan melalui pemasangan papan 

infografis di kantor desa. Dalam penyusunannya, ADD disusun tepat waktu dan jelas sebagaimana 

yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, mekanisme pemberian akses 

data dokumen pelaporan ADD hanya dapat diberikan dalam bentuk hardcopy atau fisik yang 
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merupakan salinan dokumen digital dari komputer karena sistem pelaporan keuangan desa belum 

menggunakan sentuhan teknologi informasi. 

2. Dimensi Openness 

Keterbukaaan diwujudkan melalui adanya informasi pelayanan dan aduan masyarakat yang dapat 

menyampaikan secara langsung sebagai bentuk umpan balik kepada pemerintah Desa Suko atas 

pelaporan keuangan desa yang telah dilakukan. Namun yang menjadi catatan ialah tidak adanya 

sistem informasi keuangan desa dimana dalam membuat tata kelolal pemerintahan desa l masih 

menggunakanl sistem pelaporanl lmanual. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan, 

kompetensi SDM aparatur desa dan keterbatasan sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki. 

3. Dimensi Disclosure 

Pengungkapan transparansi pengelolaan ADD di Desa Suko menjadi bagian dari keseluruhan 

APBDes dengan berpedoman pada dokumen RPJMDes. Dalam proses penyusunannya dilakukan 

oleh kepala desa bersama kaur keuangan dan kaur perencanaan desa melalui musrembangdes. 

Namun, forum tersebut berjalan kurang optimal karena partisipasi masyarakat masih rendah mulai 

dari perencanaan hingga evaluasi pembangunan. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang bisa disampaikan terkait 

dengan transpransi pengelolaan ADD di Desa Suko, yaitu: upaya pengelolaan keuangan desa secara 

efektif, efisien, dan akuntabel bisa dioptimalkan melalui adanya sistem informasi keuangan desa yang 

memungkinkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa serta dapat 

mengurangi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalaml rangka clean government. Tidak 

hanya itu, pemerintah desa juga dapat melakukan pelaporan keuangan desa secara lebih terstruktur dan 

akurat. 
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